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: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan 
pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati Nias tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 
sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Perubahan Anggaran · Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati 
Nias; 

Menimbang 

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MARA ESA 
BUPATI NIAS, 

PENJABARAN PERUBABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN NIAS 

TAHUN ANGGARAN 2012 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 29 TAHUN 2012 

SERI:A NOMOR :29 

BER:ITA DAERAH 
KABUPATEN N:IAS 

I. 
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1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di 
atas, perlu membentuk Peraturan Bupati 
Nias tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 ; 

Mengingat 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

· Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851-); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistim Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 . _ Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 

I. 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2001 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran · Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

'Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 ten tang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi .dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara -Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

• I. 
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28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pedoman 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan · Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari APBD sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk 
Hukum Daerah; 

33. Keputusan Gubemur Sumatera Utara 
Nomor : 188.44/35/KPTS/TAHUN 2012 
tanggal 24 Januari 2012 tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Nias tentang APBD Tahun 
Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan 
Bupati Nias tentang Penjabaran APBD 
Tahun Anggaran 2012; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Wajib dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Nias; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2012; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 
Tahun 2011 ten tang Pokok - Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 
Tahun 2011 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2011-2016; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun, 
Anggaran 2012; 

39. Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 
2011 ten tang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2012; 



10 

Memperhatikan 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
34/PMK.07 /2012 tentang Pedoman Umum 
dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru 
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 
Anggaran 2012; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
35/PMK.07 /2012 tentang Pedoman Umum 
dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan 
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
Tahun Anggaran 2012; 

3. Keputusan Gubernur Surnatera Utara 
Nomor 188.44/645/KPTS/TAHUN 2012 
ten tang Hasil Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nias Tahun Anggaran 2012; 

40. Peraturan Bupati Nias Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2012; 

41. Peraturan Bupati Nias Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring 
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial; 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 431.735.328.732, 
bertambah sejumlah Rp. 66.571.252.074,- sehingga menjadi 
Rp.498.306.580.806,- dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 375.381.627.000,- 
b. Bertambah Rp. 28.176.572.878.- 

Jumlah Pendapatan 
setelah perubahan Rp.403.558.199.878,- 

Pasal 1 

: PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2012. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 
170/14/DPRD/2012 tentang 
Penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012; 

5. Surat Gubemur Sumatera Utara Nomor 
900/1513/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 
perihal pemberitahuan Bantuan Keuangan 
kepada Kabupaten/Kota pada Anggaran 
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 
2012; 

I. 
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Pasal 4 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Nias ini. 

Pasal 3 
Penjabaran Perubahan APBD sebagai dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nias ini. 

Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nias 
ini. 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 66.748.555.640,- 
2) Bertambah Rp. 44.169.874.661,- 

Surplus setelah perubahan Rp.110.918.430.301,- 
b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 
2) Bertambah/ 

berkurang Rp. 5.000.000.000,- 
Jumlah Pengeluaran 
setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,- 

Jumlah Pembiayaan Netto 
setelah perubahan Rp.104.918.430.301,- 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. 10.170.049.373,- 

2. Belanja 
1) Semula Rp. 431.735.328.732,- 
2) Bertambah Ro. 66.571.252.074,- 

Jumlah Belanja 
setelah perubahan Rp.498.306.580.806,- 

Defisit setelah Perubahan (Rp.94.748.380.928,-) 
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BERITA DAERAH KABUPATEN MIAS TAHUN 2012 NOMOR : 29 SERI : A 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tariggal 30 Oktober 2012 

SOKHIATULO LAOLI 

ttd 

BUPATI MIAS, 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 30 Oktober 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Nias. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati Nias ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012. 

Pasal 5 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalarn Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 


